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Mengingal

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT,

9

SUNGAIT DAN PENY EBERANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

bahwa dalam upaya pembinaan melipuli penataan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan dibidang angkutan laut, sungai dan penveberangan sesuai
dengan keteniuan Pasal 20 angka 3 dan 4 Peraturan  Dacrah Kola Palembang
Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kola Palembang di bidang
pethubungan, perfu diatur ketentuan mengenai pembinaan dibidang temscbut,
khususnva aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta

peningkatan pendapatan ashi docrah (PAD) dan pengaturan tala cara pemungutan
m"‘hlsi.

. bahwa sehubungan huruf a di aias sebagai upaya pembinaan penataan, pengaturan

pelayanan. pengendalian dan pengawasan penyolenggaraan sarana dan prasarana
jasa perhubungan yvang telah diatur berdasarkan Keputusan Walikota Palembang
Nnmnr 69 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Jasa Anghkutan Sungai dan

Penyeberangan, perlu ditindak lanjuti dengen penctapan Peraturan Dacrah;

bahwa sntuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu distur dan ditetapkan dengan
Puraturan Dacrah Kota Palembang.

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tenfang Pembentukan Dacrah Tingkat I dan

Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Talum 1959 Nomor 73,
Tambahan Lémbaran Negara Nomor 1821),

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelavaran (Lembaran Negara Rl
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493).

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemeriniahan Dhaerah (Lembaran

Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Iembaran Negara Nomor 3839),

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Anlara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664).

. Undang-undang Nomor 34 Tahon 2000 fentang Perubahan Ams Undang-1ndang

Nomor 18 tahun 1997 Tenlng Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),

. Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Anghkutan di Perairan

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Noumer 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3907),

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Talun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara

RI Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929),

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangin Péemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Dagrah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),

Peraturan Permerintah Nemor 66 Tahun 2001 fenfang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembazan

Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambashan Lembaran Negara Nomor 4145).

11, Kepattusan  Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan  Perundang-undangan  dan  Bentuk  Rancangan  Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.



Menetapkan

.
-

12. Peraturan Dacrah kot Palembang Nowor 22 Tabwn 2001 entang Kewenangan
Pemerintah Kota Palembang.

13. Peraturan Dacrah Kota Palemibang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Sirukinge Organisasi Dinas Dierah.

14. Parstuaran Dacrah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacralr.

15. Keputusan Dowan Perwakilan Rakyat Daerzh Kota Palembang Nomor 11 Tabun
2002 tentang Persetujoan terthadap Rancangan Peraturan Dacmh Kota Palembang
tentang Pembinaan dan Reivibusi Jasa Angiuian Lamt, Sungai dan Penyeberangan.

Dengan perselujian
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN
RETRIDBUSL JASA ANGKUTAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN.

BABT
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratiran Dacrahiind vang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kota Palembang

Pemerintah Dacraly adaish Kopala Dacrah beserla Perangksl Dacrah Olonom yang

lainnya sebagai Badan Eksekulif Dacrah.

Repala Dacrah adalah Walikola Palembang.

Wakil Kepala Dacrah adalah Wakil Walikota Palembang.

Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kota Palembang.

Dinas Periwbungan adalsh Dinas Perhubungan Kota Palembang,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinag Perhubungan Kots Palembang.

Badan adalah suato bentuk badan usaha vang melipuii perseroan (erbatas, perscroan

komanditer, porserozn Isinnya, badan usaha milik negara alau daerah dengan nama

dan bentuk apapun, persckutuan, perkumpulan, fioma, kongsi, koperasi yayosan
ataw organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk waba tetap sertu badan
usaha lainnya,

9. Pejabat adalah pegawai vang diberi tugas tertentu dibidang jass angkutan laut,
sungai dan penyeberangan sesuni dengun peraturan perundangamdangan yang
berlaku,

10. Penguji ataw pemeriksa adatah sotiap tenago penguji atam pemwriksa yang
dimyalakan memenuhi kualitas (cknis tertentu yang diberikan sertifikat seria tanda
kualifikasi teknis sesuai dengan jenjane penguji/pemeriksa vang dinyatakan
memenuhi kualifikasi leknis terteniu

1. Pemenikzaan kapal adalah seranghkalan Kepistan menguii dan atau memeriksa bagian
konstruksi kapal dan peddengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap
persyaratan tcknis dan laik layar.

12. Kapal adalah kendaraan air dengan benfuk dan jenis aprpun yang digerakkan
dengan fenaga mekmik. fenaga mesin. atau ditunds, lenmasuk kendaraan vang
berdays dukung dinamis, kendaraan dibawah permubaan air, serta alat apung dan
bangunan terapang yang tidak berpindah-pindah,

13, Kapal wajib uji adalah setiap kapal vang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga

meain,  atou dinda,  termasuk kendaraan  yvang  berdaya  dukung

dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.
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14, Sertifikat kapal adalah tanda bukii bahwa kapal laik layar.

15. Surat Keterangan Kecakapan adalah tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh
seorang yang memimpin dan bertanggung jawab discbuah kapal antara lain.

16, SKK (N) adalah jenis Susat Keterangan Kecakapan untuk Nakhoda.

17. SKK(M) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Masinis,

18. SKK(NM) adalsh Surat Keterangan Kecakapan (Motoris) yang diberikan kepada
pengemudi Speed Boat dan Ketek.

19. Nakhoda adalah orang yang memegang kuasa atau bertanggung jawab dikapal.

20. Masinis adalah orang yang berkuasa dan bertanggung jawab terhadap mesin kapal.

21. Galangan Kapal adalah tempat untuk roembuat, memperbaiki, dan mereparasi
kapal.

22, Laik layar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan icknis, dan natis untuk
burlavar.

23.Lalu lintas adalah gerak kapal, orang, barang dan hewan atau pemakai sarana

prasarana.

24. Angkutan perairan adalah angkutsn yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai
dan angkulan perycberangan.

25, Angkutan Sungai dan  Penycberangan  adalah kegistan  anphutan  dengan
menggunakan kapa! yang dilakukan disungai, dan penyeberangan untuk
mengangkut penumpang, barng dan alau hewan yang disclenggarakan oleh
petusaliaan angkutan sungai dan penycherangan.

26, Angkutan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan yang berfungsi scbagai
jombatan bergerak yang menghubungkan jaringan jslan atau jaringan jalur kerela
api yang terputus karena adanya perairan, uniuk mengangkut penumpang dan
kendaraan bessrta muatannya.

27. Pelabulian Lokal adalah pelabuhin pengumpan sckunder.

28. Pelabuhan Khusus Lokal adalah pelabuhan yang digunakan uniuk  kepentingan

29, Tempat tambat/sandar dan labub kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik
furun penumpang yang dibangun dan dioperasikan olch Pemkot dan atau oleh
Badan atau pribadi.

30. Darang khusus adalah jenis barang karcna sifat dan ukurannya memerfukan
penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batangan rel, temak, ikan
beku dan sehagainya.

31, Barang berbahaya adalah jonis barang yang karena sifatnya dapat dikelompok kan
sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), fahan
kimia, radio akiif dan sebagainya,

32, Retribusi jasa umum adalah refribusi atas jasa yang disediakan atan diborikan oleh
Pemerintah Dacrah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan unmm serta dapat
dinikmati olch orang pribadi atau badan,

33, Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan olch Pemerintah
Dacrah dengan menganut prinsip komersil Karena pada dasamya dapat puls
lisediakan oleh swasta.

34. Retribusi Porizinan Tertentu adalah rotribusi atas kegiatan tericatu Pemerintah
Dacrah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, atan badan yang
dimaksudkan uniuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfastan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atan fasilitas tertentu guna melindungi kepeotingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

35, Masa Retribusi adalah jangka waku tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeherangan,

36, Susat Pendaftarsn Objek Retribusi Dacraly, yang sclanjutnya dapat disingkal
SPAORD  adalah  surat  yang digunakan olch  Wajib  Retrbusi - untuk
melaporkan  data  objek  retribusi  dan wajib  retribusi  ssbagai  dasar
penghitungan  dan pembayaran  refribusi  yang terulang  menurul peraturan
perundang-undangan Retribusi Dacrah



37. Surat Ketetapan Retribusi Doerali, vang selanjuinya dapat disingkat SKRD adalah
st keprtusan vang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang.

38, Sural Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Iayar Tambahan, yang selanjutnya dapat
disinokat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menenfukan tambahan atas
jumlah retribusi vang telah ditetapkan.

39 Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar, vang sclanjutnya dapat disingkat
SKRDLD, adalah surat keputnsan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumiah kredit retribusi febih besar amipada refribosi yang tenstang
alan tidak sehamnys tentang,

40, Surat Tasilin Relripusd Dacrah, yung schimjuinys depat disinghat STRD adalah
surat nptuk melakuken tagihan retribusi dan atse sanks] administrasi berupa bunga
dan atan denla,

41, Surat Keputwsan Keberatan adalal surat keputusan stas keberatan ferhadap SKRD,
SKRDKRT, SKRDLE atau tarhadap pemotongan atan pemungutan oleh pihak
ketiga yang dinjukan oleh Wajib Retribusi.

47 Pemeriksaan adalah scrongkaien kegiatan untwk mencari, mengumpulkan, dan
mengolah data atsu Keterangan liinnys dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenvhan kewnjiban retribusi berdasarkan peraturan  perundangan-undangan
Retribusi Dacrah,

43, Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalsh serangkaian tindakan
yany dilatatkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaug sclanjutnya dapat discbut
Penvidik, untuk mencari serta mengumpatkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidans dibidang retribusi dasrah yang terjadi serta menemukan
tersunpkanya,

BAB I
PEMBINAAN
Pasal 2

Dalam rangks meningkatkan kesclamatan, kezmanan, ketortiban dan kelancaran lalu
lintas anghutan laut, sungai dan penyeberangan scrin penggunasan dataran air alur
pelayaesn pelsbuhan khusus lokal  Kepsla Daerah melalui Dinas Pethubungan
mvlakukan pembinaan melipui pelavanan jasa umuin, pelayanan jasa ussha dan
polayanan perizinan terentu,

Pasal 5

Pembinann sebapaimana dimakeud Pasal 2 Peraturan Dacrah ini, berimjuan agar sotiap
penggunaan sarana dan prasarana anghutan laut, sungai dan penyeberangan didaftarkan
atau  dircgisirasi scbagai bukti pemilik kapal serta penggunan adataraan air alur
polayaran dan pelabuhan Khusus lokal,

Pasal 4

(1) Setisp kapal angkutan laut, sungai dan  penychorangan wajib  dilakukan
pengukuran.
{2) Kapal GT 7 ke a1as wajib memiliki Suiat Ukur,



BAB I

PERSY ARATAN TEKNIS DAN DAIK LAY AR, PEMELIHARAAN
ATAU PERAWATAN DAN PENGAWASAN SERTA
PENGAWAKAN KAPAL

Pasd §

(1) Seiap kapal apghotan lauy, sungai dan penyoberangan wajib memilik sertifikat
kesempumann kapal,

(2} Khusus untok kapal vang menganghut minvak bumi wajib memiliki sertifikat
penganghutan imiay ak bumi,

Pasal 6

(1} Untuk menjumin agar kapal tetap memenuhi persyaraton teknis don laik layar,
peniiiik kspal dan s nakbods wajib melakukan pemeliharaan alay perawatan
terhadap kapalnya,

(2) Pelaksaaun pomelibaraan stan perawatan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ind, dapat dilakukan oleh pemilik Kapal atan nakhoda dengan monggunakan
tenaga ahli dibidang pemeliharaan atau perawatan kapal atan dilakukan digalangan
kapal.

Pasal 7

(1) Uniok monjonin agar kapal tetap memenuhi pesymatan icknis dan laik layar
Kepala Daersh melalui Dinas Periubungan mengadakan pengawasan operasional.

(2) Pelaksanaan peagawasan schagaimana dimaksud avar (1) pasal ini, dilakukan
diperatran dan tempat-tempat luin yang dianggap pedhe,

PPasal 8

Setiap nakhoda, motoris dan masinis yang mengoperasikan kapal wajib memiliki Surat
Keterangan Kecakapan (SKI).

BAB IV
PERIZINAN
Prsal 9

(1) Sctiap orang atan badan yang menyelenggoarakan kegiatan usaha anpkutan laut,
sungat dan penyeberangan harms mendapat izin dari Kepals Dacrah melalui Dinas
Peshubungan.

{2) Perizinan sehagaimana dimaksod avat (1) pasal ini, melipnti perizinan sehagai
berikut ;

1. Penzinan angiuian laut adalal :

a. lzin olah gerak Kapal.
b, Izin lego jangiar,
¢. [lan Pelabuhan Khusus Lokal
A4 I7in kogiatan Bongkar Muat.
e, bzin kegiatan pongemikan dan reklamasi lebih kecil dari 50,000 m® dan
reklamast lebih kecil dari 2 Ha pada pelabohan dalam kota.
f. 1zin pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan lokal,
2. lzin Ussha Peruszhaan Pelayaran (SIUPP) dan Lzin Usaha Perusahaan Pelayaran
Rakyat (STUPPER),



h. lzin Usaha Penunjang Angkutan Laui ;

i

s

Ekspedisi Muatan Kapal aut (EMEL).
= Perusahaan Dongkar Muat (FBM).
- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT),
Depo Peti Kemas (Kontiner)

2. Perizinan Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah :

.

b.

.

izin trayek.

Izin operasi,

Tzin penggunaan dafaran air alur pelayaren untuk

= Rumah rakit untuk industri.

Rumah rakit untuk rumah makan.

Kios apung.

Bengkel atau galangan kapal.

Tempat tambat, labuh dan sandar kapal untuk kepentingan sendiri.
SPBB.

Keramba ikan,

Log pond dan bambu.

Kolam galangan kapal.

Rumah tempat usaka..

Lzin angkutan barang khwsus dan barang berbahaya.

Izin Pembuatan/pembangunan prasarana dan pemasangan tanda-landa melintasi alur
pelayaran sungai dan dipingeir sungai beripa !

- Kabe! listrik melintasi sungai.

- Pemasangan pipa di dasar simgai.

- Pemasangan ianda-tanda wlisan, merk dan rambu di pinggir sungai
Izin usaha angkutan sungai dan penyeberangan,

BABV
ORIEK DAN SURJEK
Pasal 10

L] L] L L 1 . [ . L}

Objek pelayanan jasa angkulsn laut, sungai, dan penyeberangan adalah sebagai berikut:

1.

4.

Jasa umum :

Sertifikat kesempurnaan kapal kayu, kapal fiber glass dan kapal besi.

Sentifikat pengangkutan minyak bumi.

Surat ukur kapal kayu dan kapal besi.

Surat keterangan kecakapan (SKK) nahkoda, metoris dan masinis.

Pondaflaran  kelengkapan sarana angkutan sungai meliputi kapal, jukung,
gandeng, tongkang, speedbeoat dan ketok.

Jasa usaha :

a Tambal, sandar dan labuh kapal meliputi speedboal ukuran kecil, speedboat
ukuran besar, ketek, jukung, gandeng atau tug boat, tongkang kayw, longkang
besi dan kapal piniche atau layar,

b, Sewa tanah untuk toko, warung dan scjenisnya serta reklame.

¢. Sewa bangunan/ruangan untuk kentor ataw perusshasn, warung atau kantin dan
sejenismya.

d. Sewa kapal kerja (diluar biaya operasi) untuk kapal rambu 02 dan kapal DR 02,

¢, Penumpukan barang dan hewan di dermaga.

SRR TR

Perizinan tertenfu :
a Trayek kapal meliputi speedboad, jubung dan ketek.



b. Penggunaan dataran air aler pelayaran meliputi rumah kit ontuk industri, ninah
makan, palangan kapal. hengke! apumg, tempat tambat, labub kapal kios apung,
SPBB, log pond, kolam patangan kapal, gardu pempa air, pipa alr dan runah
tempat wialia,

Operasi kapal sungai (won trayck) untuk specdboid, jukung dan ketek.

Anglartan barang, khusus dan barang berbahava.

Pembiiatan prasarana dan pemasangan tanda-landa melinfasi alur pelayaran untuk
pemasangan kabel lstrik mefintasi stmgat, pipa didasar sungai dan pemasangan
tanda-tanda tolisan, merck serta rambu dipinggir sungai.

Usalia ckspedisi angkutan sungai dan penyeberamgan,

Usaha perusahaan pelayamn (SIUFP),

Usaha perusahaan polayaran rakyat (SIUPTER).

Usaha penunjang anckutan Tant meliputi ekspedisi muatan Kapal laut (EMKL),
perusahaan bongkor muat (PBM), jasa pengurusan transportasi (JPT) dan depo
peti kemas (kontiiner).
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Pasal 11

Subjek renibusi adalah orang atan badan yang mendapai polayaoan di bidang jasa
angkutan laut, sungai dan penyeberangan,

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal i2

Retribusi jasa angkuian fsut, sunpai dan penyeberangan, digolongkan scbagai Reiribusi
Jasa Umum, Retribusi Jasa Ulsaha dan Retribusi Penizinan terenbn

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa angkulan aut, umga: dan penyeborangan didasarkan atas
frokuenal, jangka wakiu dan volume.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF
Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukier dan becamya tanl retribusi dimaksudkan
unfuk menutop binyn penyelenggmamn pelayanan jasa anglutan but, sungai dan
penyeberangan dengan mempertimbangkin kewampuan mesvarakat dan aspek keadilan,

BAD XIX
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 15

{1) Untuk sstiap pelayanan jasa anghutan laut, stagai dan penyeberangan dikenakan
ibusi

(2) Bessmya retribusi schagatmana dimaksi ayat (1) pasal ini, adalsh scbagai
berikut:

1. Retribusi Jasa Unum :
a. Sertifikat Kesempumaan Kapal untuk :
< kapal Bayu o..ooveeerereessensesneena B 2000, X Panjang Kapaliahun
- kapal fiber glass .........coceiennnne Rp. 2.300,- X Panjang Kapal/tahim
- kapalbesi.....c...cccorirernnnceen. R, 3.500,- X Panjang Kapalitahun



b. Sertifikat Penganghutan Minyak Bumi : ..... Rp. 3.500- X GT/ tahun
¢. Surat Ukur Kapal untuk
- Kapal kayu ....... .. Rp. 4.000,- X GT (Gross Tonnage)
- Kapal besi .., s . Rp. 5.000,- X GT (Gross Tonnage)
d. Retribusi Surat l\utwalmn Kmhpm (SK.K), untuk
= Nakhoda (N) .. T A
- Masinis (M) ...
- Motoris (NM) %
e. Retribusi Peudaﬂmn I\elenghpm Samu Anshum Sngm
- Kapal Best reereseansenineeen= R 25.000,-
- Jukung, gmdeng. m\gkmghyu ..................... =Rp. 20.000.-
- Speedboat’ketek: ..... vereneseereenens = Rp 15.000-

2 Relrbusi Jasa Usaha :

&Rﬁnblanub:NSmdu!hlnﬂleLmlqmu

- Speed Boat ukuran kezil .. reeeneensse o= R, 1500, / hari

-SpcﬂdBualdumbwm' veerennenesnsnesns <= Rp. 3.000,-/ hari

- Keick . ™ Rp. 1000~/ hari

-.lukulu terenrireenenansenrassaneerenee = R 3.000,- / hari

-Gand:nngugBoal cisisinsiiressnaieresvessny SR a00=1 hasi

- Tongkang kayu .. remenenerssssssnssinsasarensssa= RP. 4,000~/ hari

-Fona:kmshw ....=Rp. 5.000.-/ hari

- Kapal Piniche/ayar .....oviivceesinsicssneesnnssnnn = Ry 6,000,/ hari
b. Sewa tanah unfuk :

- foko, warung dan sejentsnya  .oveeenineeeen = Rp L0000, -/mY bulan

- Reklame ........... erernneeeeesess =RP.2.000,« / m* / bulan
c. be\vanmmmmuangmunluk'

- Kantor' Perusahaan ......euues ...............=RpJ.OﬂI.’l,-lm'flmhn

- warung/kantin dmnjmimu veee = Rp.2.500,- / v / bulan
d. Sewa kapal kerja (diluar biaya upcm:)

- Kapal Rambu 02 ......co.v.e. = ......=Rpwooou, / Jam

-Kapal DB.O2 .......... o = Rp.200.000,- / Jam
¢. Retribusi Pmumpukm Bmg:hnﬂcwm

di dermags : ... .. Rp. 500, X luas lahan terpakai / hari
£ Rmhnll"elabﬂnnkhmlnkal ................ = Rp.2.300.-m* Aahun

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Rolnlmsllzmeyel-. Kspa.l mdnpun'

SR oo semeesmnsmemese e eemmm SRS SRRSO AT EA 5 = Rp. 15.000,-

. Retribusi 1zin Penggunaan Dataran Air Alur Pelayaran, berupa :

- Rumah rakit untuk industri ... = Rp.1.000,- X luas lahan terpakai m*)/(hn
- Rumah rakit untuk rumsh makan = Rp.1.000,- X hias Lahan tepakai (m?)/thn
- Galangan/Bengliol Apung ........= Rp.1.000,- X tuas lahan terpakai (m’)/tn

&7 - Tempat tambat/labuh liapal

untuk kepentingan sendiei ....... = Rp.1.000,- X luas Iahan terpakai (m?)/thn &
- Ko (erapung ..c..cooeeennvennns = RP2.000+ X Juas lahan terpakai (mé)/thn
S8PBB .....cciiiiiiiesnsnecisnans = Rp2.500,- X luas lahan rerpnhi(m’)ﬂtm
=Log pond Liveirerrenses —Rpl 000,- X tuas lahan terpakai (m*)thn
- Kolam galangan kapal reeeeieene™ RPUL300,- X luas lahan terpakai tm‘)mm
Gmh.lpmpnﬂfpipuir .= Rp.1.000,- XImhtmtcrpn!m[me
- Rumah tempat nsaha .. ..—Rp.lwu, X luas lahan terpakai (m™)/thn

N
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Relribusi Izin Operasi Kapal Sungai (non ayek) uniuk ;

SBPOCIIOIE «oorcsnirirsnnsssasnsarsniiositssrinansiiisreshony =Rp. 20,000« / tahun
1 S = Rp. 15.000,-/ tahun

< KPM WHMA ... oocvusevereneansarsiesnssenssssssnesses = R, 50.000,+/ tahun

Retribusi Izin ‘\nghl!m Bmmg K]mtudmlhm:g Berbahaya

= < 10 ton.... = Rp. 15.000,- / sekali angkut
-1u-=-fsuum ....................................... =Rp. 25.000,- / sekali anghut
S0P S00N oeveeiiniinianiee i = R 35.000,- / sekali angkut
=250 .o sineeee. = R, 50,000, 7 sekali anokut

Retribusi [zin Pembuatan Prasarana dan Pemasangan Tanda-tanda melintasi alur
pelayaran, untuk :
- Kabel listrik melintasi sungai . ........... =Rp.1.000,-/ meter/sekali pasang
- Pipa didasar sungat ..., ceere = R, 1000,- / meterfsckali pasang
- Pemasangan  (anda-landa mllun. mmt.
rambu dipinggir sungai .. e = RPA000,- 7 ¢ fsckali pasang
[zin Usaha Ekspedisi Anghatan Smeai dml’myﬁbwnmn = Rp. 100,000,
Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) .. crennnesias = Rp 100,000,
Izin Usaha Perusahazn Pelayaran Rakyat (smrm; eeeer™ R, 100,000,
1zin Ussha Pmmjang.&nshnml.aut AR -memn-
- Ekspedisi Muatan Kapal Laut {BMKL) Vi = Rp.100.000,-
- Perpsahaan Bongkar Muat (PBM) .o = Rp 100000,
- Jasa Pengawasan Transportasi (JPT) ....ccoviviveniviinivnnnn. = Rp.100.000,~

BADB XX
WILAY AH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Dacrah tempat pelayanan jasa dan fasilitas dan
atau pelayanan diberikan.

(1)
Q)

3)

(1)

)

BAB XXI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 18§

Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
SPAORD sehagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Rotribusi atau kuasanys.

Bentuk isi, serfa (ala cara pengisian dan penyampaian SPAORD schagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan olch Kepala Daerah.

BABXXII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 19
Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peratuaran Dacrahy
ing, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
laimnya yang dipersanakan.

Bentuk. isi dan lata cara penerbitan SKRID atau dokumen lain yang dipemsamakan
scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB XXXIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 20

Pemungulan refribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi diptmgut dengan menggunakan SKRD atan  dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB XX1V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakiunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sctiap
pulan dari retribusi yang terhutang atan kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD,

Orang alsu badan yang bergerak di bidang jasa angkulan laut sungai, dan
penychorangan serfa telah melangoar Pasal 9 Peraturan Daerah ini, maka akan
dikenakan sanksi  berupa  pencabutan  izin-izin  yang ada  soria
membekukan/melarang operasional jasa angkutan yang bersanghutan,

BABXXY
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasnl 22

Pembaysran retribusi yang terhutang haros dilunasi sckaiiges di muka

Untuk retribusi yang terhutang berdasarkon jangka wakiu pemakaian, pembayaran
retribusi dilakukan setelah berakhimya jangka wakiu pemakaian.

Retribusi yang ferhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD) atan dokumen
lain yang dipersamakan.

Tata cara pembayaran, penyeloran, tempal pembayaran retribust dintur dengan
Keputusan Kcpala Dacrah.

BAB XXVI
TATA CARA PENAGIITAN RETRIBUSI
Pasal 23

Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKRT, STRD, dan sural keputusan keberatan yang menyebabkan jumiah
retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak stau kurang dibayar oleh Wajib
Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negam
(BUPLN).

Penagihan  retribusi melalui  BUPLN  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 23

Waiib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat
yang ditinjuk atas SKRD atan dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDILB.

Keberatan diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia dongan discrtai alasan-
alasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi,
wajib remibusi harus dapat membuktikan Kketidak benaran ketetapan retribusi
terachut.
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Keberatan haros disjukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulm scjak
SKRD atay dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLE
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tectentu dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenubi karena keadaan di huar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenubi persyaratan sebagaimana dimaksod ayat (2) dan
ayat (3) pasal ini, tidak dianggap schagai sural Kkeberatan, seningga tidak

diperfimbangkan.
Pongajuan keberatan fidak menunda kewajiban membayar retribusi  dan
pelaksanaan penagiban retribusi.

Pasal 24

Kepala Daerah dalam jangka wakiu paling lama 6 (cnam) bulan sejuk tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang digjukan.
Keputusan Kepala Dacrah atas keberaian dapat berupa menerima seluruhnya atau
schagian, menolak, atau mensmbal besamya retribusi yang techutang.

Apabils jangka wakiu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lowal dan
Kepala Daerali tidak memberikan suatu keputusan, keberafan yang dinjukan
terscbut dianggap dikabulkan,

BABXXVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 25

Afas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian Kepada Kepala Dacrah,

Kepala Dacrah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus
memberikan keputusan,

Apabila jangks waktu schagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui
dan Kepala Dacrah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan retribusi diznggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka wakiu paling lama I (satu) bulan,

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelehihan
pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung
diperhitangkan unfuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi terscbut.
Pengembalian kelebilian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua ) bulan scjak
dilerbitkan-nys SKRDLB.

Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan sctciah lowat jangka wakiu
thua)hm&pmvmhmnbdhmimhhnwmz%ummm)
sehulan afas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebul;

Pasal 26

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Kepala Daerah dengan sckurang-kurangnya menyebutkan:

o nama dan alamat wajib retribusi

b. mosa retribusi

¢. besamya kelehihan pembayaran

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran reiribusi dissompaikan langsung
alau melalui pos lercatal.

Dukti pencrimaan olch Pejabat Dacrah afau bukfi pengisiman pos fercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kopala Dacrah.
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Posal 27

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan mencrbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retribusi.

Apabile kelcbihan pembayaran retribusi dipethitunghan dengan ulang retribusi
lainnyn, sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) pasal ini, pembayaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindshbukuan juga berlaku schagai
bukti pembayaran.

BAB XXIN

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

Kepala Dacrah dapat memberikan pengurangan, keringanin dan pembebasan
retribusi

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi scbagaimana
dimaksaud avat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Refribusi,
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan olch
Kepala Dacrah,

BAB XXX
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSL
Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa sctelah melampaui janghka

witktu 3 (liga) tahun terhitung sejak saal techutangnya rotribusi, kecuali apabila

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Knd:hmumgmmmﬁhmimbapimamdinuhudml(npuﬂhﬁmmmh

apabila:

a. diterbitkannya surat leguran; atau

b. ada penpakuan hetang retribusi dari Wajib Retribusi baik lngsung maupun
tidak langsung,

BAB XXXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Pelanggaran atas. ketenfuan dalam Persturan Diacrah ind diancam pidana kunmgan
solama-bamanya 6 {enam) bulan atau demda schanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,~ (lima
Juta rupiah).

Waiib retribusi yang fidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan kewangan
Daterah diancam pidans kammggan paling lama 6 ( enam) bulan atsu denda paling banyak 4
(emipat) kali jumlah rtribusi terutang,

Tindak pidana sebagaimana dimaksud zyat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah
pelanggaran,

BAB XXXII
PENYIDIKAN
Pasal 31

pidana schagaimana dimakeud oleh Peraturan Dacrah i, dapst juga dilakukon olch
Penyicik Pegawai Megeri Sipil (PPNS) i linghungan Pemerintahh Dacrah  yang
pengzmghatannya ditetxpkan sesuai dengan peraturan. pervndang-undangan yang berfaku.
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{2) Dalam melaksanakan tugas penvidikan, Penyidik Fegawai Negeri Sipil (FFNS)
sehagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a

s mBrRogs g

menerima laporan atou pengaduan dari sescorang fentang adanya tindak
pidana,

melabuskan tindakan pertama pad st it di tempst kejadian dan melaknkan pemeriksaan;
menyuruh berhenti scorang fersanpka dan memerikea tanda pengenal dar lersangha;
melakukan penyitaan henda atan surat;

mengambil sidik jari dan memeiret sescorang:

memanguil orang unfuk didengar dan diperiksa schagai tersangka alau saksi;
mendatangkan orng abfi vang diperfukom datem hobongannya dengan. pemeriksaan

perkars,

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
bahwa tidak terdapal cukup bukti stau peristiwa tersebut bukan merupakaan
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memboritahukan hal terscbut
kepada penuntut umum, ersangka atan keluarganya;

mengadakan  findakan  [ain menurut  hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan,

BARBXXXITI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Denpan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Kepulusan Walikota Palembang
Nomor 69 Tahtn 2001 tentang Pelayvanan dan Rotribusi Josa Angkutan Sungai dan
Penycberangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 33

(1) Dinas Pechubungan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Dacrah ini.

(2) Drinas Pendapatan Dacrah Kota Palembang merupakan Koordinator pungufan
Retribusi Dacral.

(3) Hakhal vang belum diator dalam Peratavran Dacrah ind, scpanjang mengenaii
pelakeanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 34
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palembang.

Ditetapkan  dl Palembang
pada tanggal 3 Aprl 2002

WALIKOTA PALEMBANG

Diundangkan di Palembang
pada tanggl 2 — & 200L =
SECREIARIS DATRAH KOTA PALEMBANG - 7

1

Hajjsh Marammr s —

LEMEAR SN GAERAN KLT ¢ ALEMSANG TARDY 200:€. kougR 3¢



